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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., atas 

rahmat dan dan karunia-Nya, Laporan Hasil Tindak 

Lanjut Evaluasi Proses Pemberian Layanan Kantor 

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis IT 

Triwulan I Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat 

waktu. 

Laporan ini merupakan komitmen Kantor Bahasa 

Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan tata 

kelola birokrasi bebas dari korupsi. Laporan ini disusun 

sebagai pemenuhan Kantor Bahasa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat menjadi unit pelaksana teknis Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bersih dari 

praktik KKN. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat berupaya meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN dan 

berkomiten meningkatkan pelayanan publik dengan 

prima Ber-AKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, 

Transparan, Inovatif, dan Kredibel). 



 

 

 

 

 

 

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga 

laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, 

khususunya internal dan eksternal masyarakat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

Mataram, 4 Mei 2023 Kepala, 

 

 
 

Dr. Puji Retno Hardiningtyas 
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profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program 
reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan 

tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemendikbudristek bertekad menanamkan nilai-nilai 

pendidikan antikorupsi ke dalam program pendidikan. 

Dengan mempertimbangkan integritas 

Kemendikbudristek tersebut, pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK di lingkungan 

Kemendikbudristek ditetapkan. Sebagai bagian dari 

Kemendikbudristek, Kantor Bahasa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat selayaknya pula memiliki komitmen 

integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja 

yang bebas dari korupsi. Guna mendukung sikap 

tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam 

layanan birokrasi dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi 

Nusa Tenggar Barat. Reformasi Birokrasi merupakan 

salah satu langkah awal untuk melakukan penataan 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, efektif, dan efisien sehingga intansi pemerintah 

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan 



tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi 
Pemerintah pada tahun 2019. 
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peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, 

terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian 

sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah perlu 

secara konkret melaksanakan program reformasi 

birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan 

Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di 

internal lembaga menunjukkan adanya komitmen 

bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil 

utama reformasi birokrasi. 

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 

Badan Pembinaan dan Penembangan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi yang ditunjuk sebagai salah satu satuan 

kerja yang dipilih untuk menjadi Zona Integritas 

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 



 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

dilaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap 

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 

menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK). 

 
1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Kantor Bahasa 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai 

berikut. 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur 

tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri   Pendayagunaan   Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 
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Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

4. SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 0107/I5.I8/LK.06.00/2023 tanggal 13 

Januari 2023 tentang pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari 

Korupsi. 

 
1.3 Tujuan Kegiatan 

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mengtahui dan 

mengukur hasil tindak lanjut evaluasi proses 

pemberian layanan informasi berbasis IT triwulan I 

Tahun 2023 kepada para pengguna layanan. Selain 

itu, untuk mengetahui tingkat keefiesienan dan 

keberhasilan layanan berbasis IT yang selama ini 

dilakukan Kantor Bahasa Provinsi NTB. 

 
1.4 Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari laporan ini adalah adanya 

data yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan 

terkait hasil tindak lanjut evaluasi proses pemberian 

layanan informasi kepada para pengguna layanan 

dengan berbasis IT yang selama ini telah dilakukan 

Kantor Bahasa Provinsi NTB pada triwulan I tahun 

2023. 

 

 

 4 



 

5  

 

 
BAB II 

TINDAK LA NJUT HASIL EVALUASI PROSES 

PEMBERIAN LAYANAN BERBASIS IT TRIWULAN I 

TAHUN 2023 KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT 

 

Pemberian layanan berbasis IT triwulan I Tahun 2023 

yang telah dilakukan Kantor Bahasa Provinsi NTB 

sebagai berikut. 

1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Proses Pemberian Layanan 

Melalui Media Sosial 

Tindak lanjut pemberian layanan dan informasi melalui 

media sosial lebih ditekankan pada peningkatan materi 

layanan pada informasi publik yang dapat diketahui dan 

diakses dengan mudah dan lebih cepat oleh masyarakat. 

Berikut ini adalah tindak lanjut hasul evaluasi proses 

pemberian layanan melalui media sosial Kantor Bahasa 

Provinsi NTB. 

 



 

5  
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2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Proses Pemberian 
Layanan dan Informasi melalui Laman 

 
Tindak lanjut pemberian layanan dan informasi melalui media 

laman lebih ditekankan pada informasi publik yang dapat 
diketahui dan diakses dengan mudah dan lebih cepat oleh 
masyarakat. Pada pelaksanaannya, tindak lanjut dilakukan 

dengan menambahkan menu-menu yang lebih berfokus pada 
pengembangan informasi layanan pada laman. Tujuan 
keterbukaan imformasi publik diperkuat dengan harapan bahwa 

layanan berbasis IT betul-betul dapat dirasakan dampak dan 
manfaatnya oleh para pengguna layanan. Selain itu, 

pembaharuan materi layanan menjadi fokus utama pada tindak 
lanjut hasil evaluasi layanan melalui media laman. 
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3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Proses Pemberian Layanan dan 

Informasi melalui Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya) 
 

Tindak lanjut hasil pemberian layanan dan informasi melalui aplikasi 

Sistem Informasi, Data, dan Layanan lebih ditekankan pada 
informasi publik yang dapat diketahui dan diakses dengan mudah 

dan lebih cepat oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya, 
penemabahan beberapa menu layanan terbaru dan publikasi 
infografik jumlah pengunjung, pilihan jenis layanan yang, 

penambahan menu survei layanan, dan penautan lapor.go.id 
menjadi kunci pelayanan berbasis IT. Pada pelaksanaannya memang  
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